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Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kualitas 
Pelayanan Publik E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi masih banyaknya penduduk Kota 
Pekanbaru yang belum melakukan perekaman E-KTP serta masih banyaknya 
yang belum memiliki E-KTP. Penulis melakukan penelitian ini guna untuk 
mengetahui kualitas pelayanan publik E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru serta faktor-faktor apa saja yang menjadi 
hambatan dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan E-KTP di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. sumber penelitian ini 
penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk memperoleh data. 
Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini penulis menggunakan teknik 
wawancara/interview, observasi, dokumentasi dan penyebaran quesioner/angket. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling yang 
bertujuan untuk dijadikan key informan yang terdiri dari 4 orang pegawai yaitu 
Sekretaris, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Bidang Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk, Seksi Identitas Penduduk dan berjumlah 100 responden 
dari masyarakat yang ikut terlibat didalam  pelayanan publik E-KTP di Kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Berdasarkan dari 
hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan dengan berbagai sumber data 
dari hasil wawancara/interview, observasi, dokumentasi serta penyebaran 
quesioner/angket yang berjumlah 100 responden dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik E-KTP di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan nilai 61,2% sudah 
termasuk tergolong baik akan tetapi belum optimal keseluruhannya dikarenakan 
terdapat beberapa aspek-aspek permasalahan yang harus diperbaiki lagi seperti 
tidak adanya jaminan kepastian waktu, prosedur yang berbelit-belit, sarana dan 
prasarana yang belum memadai seperti ruangan pelayanan yang sangat sempit 
serta sarana fasilitas pendukung lainnya. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pelayanan Publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau 
seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka 
mencapai suatu tujuan tertentu. Pelayanan publik adalah tugas yang terpenting 
dari pemeritah baik itu dari pusat ataupun daerah yang terdiri dari sosok aparatur 
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pelayanan publik meliputi aspek 
kehidupan masyarakat yang sangat penting, dimulai sejak seseorang lahir yang 
perlu mengurus akta kelahiran, kemudian perlu mengurus kartu identitas, 
menggunakan fasilitias yang disediakan pemerintah, hingga seseorang meninggal 
perlu surat pengantar dan surat kematian untuk mendapat kapling di tempat 
pemakaman umum (TPU). 
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, birokrasi pemerintah 
bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 
dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang diberikan 
birokrasi pemerintah merupakan pelayanan yang menyangkut kepentingan 
masyarakat banyak, oleh karena itu sudah semestinya pelayanan yang diberikan 
menuntut tanggung jawab dan moral yang tinggi. Masyarakat berhak untuk 
mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah 







Hal pokok yang menjadi perhatian adalah bahwa suatu pelayanan itu 
terdiri dari penyelenggaraan dan penerimaan pelayanan (Customer). Makin luas 
lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik yang dikelola pemerintahan meliputi 
segenap aspek kehidupan masyarakat, hendaknya diikuti oleh kualitas pelayanan 
yang baik. 
Proses penyelenggaraan pelayanan yang baik oleh birokrasi pemerintah 
yang diberikan kepada masyarakat tentunya perlu diukur dengan suatu sistem 
penilaian sehingga dapat diketahui apakah birokrasi pemerintah telah dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan 
yang penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu 
organisasi dalam mencapai misinya dan untuk organisasi pelayanan publik, 
informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh 
pelayanan organisasi tersebut memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. 
 Kualitas pelayanan merupakan kunci utama bagi seluruh instansi dalam 
mencapai tujuan organisasi serta menjamin kelangsungan hidup organisasi 
tersebut. Pelayanan publik perlu diperhatikan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan 
pelanggan dapat terpenuhi jika pelayanan publik dapat memberikan pelayanan 
yang baik. 
Pelayanan publik yang diharapkan adalah sesuai dengan pedoman 
penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan Keputusan Mentri 
Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63 / KEP / M. PAN / 7 / 2003 tentang 





persyaratan pelayanan, kemampuan tugas pelayanan, kecepatan pelayanan, 
keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan. 
Pemerintah memiliki konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan dalam 
sektor pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik selalu mengedepankan 
kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, namun selama ini masyarakat 
mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada 
masyarakat yang cendrung kurang baik dan tidak berkualitas. Pada kenyataannya 
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih 
dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif dan efesien serta kualitas sumber 
daya manusia yang belum memadai. Hal ini terlihat tidak langsung.  
Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah salah satu isu yang sangat 
penting. Hal ini terjadi karena disatu sisi tuntutan masyarakat terhadap kualitas 
pelayanan semakin besar sementara praktek penyelenggara pelayanan tidak 
mengalami perubahan yang berarti. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan 
publik yang berkualitas, bahwa hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan 
atau keluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui dunia pembaca 
maupun media lainnya, meskipun tuntutan tersebut tidak sesuai dengan harapan 
karena pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menyangkut prosedur dan 
mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang 
informatif dan akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sehingga tidak 
menjamin kepastian (lambat, hukum, dan pengeluaran dana yang cukup besar, dan 
sangat melelahkan, serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar dan 





Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: Penduduk hanya diperbolehkan 
memilik 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK 
merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor 
NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan seperti 
Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 
Sertifikat atas Hak tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Peraturan 
presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk 
Kependudukan yang berbunyi: 
1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik 
sebagai alat verifikasi dan validasi data diri penduduk. 
2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, 
tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. 
3. Rekaman seluruh sidik jari penduduk disimpan dalam basis data 
kependudukan. 
4. Pengambilan seluruh sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan 
ketentuan untuk WNI dilakukan di kecamatan sedangkan untuk orang 
asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana. 
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh 
menteri.  
Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh 





pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik, disisi lain kepuasan 
masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan 
oleh penyedia pelayanan publik, oleh sebab itu pelayanan publik harus difokuskan 
untuk memberikan dan menjadi penyedia untuk masyarakat, sebagai contoh 
beberapa kasus E-KTP Kota Pekanbaru yang mengalami keluhan dari masyarakat 
Pekanbaru yaitu ada beberapa masyarakat yang sudah merekam diduscakpil Kota 
Pekanbaru akan tetapi datanya tidak terkonek dipusat dan ada juga yang sudah 
menunggu lama sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun tetapi 
belum bisa dicetak E-KTP nya karena semua nya memakai sistem online, dan 
terkadang ada juga keluhan dari masyarakat, data nya sudah dikirim akan tetapi di 
Pusat Jakarta belum masuk datanya, makanya ada beberapa masyarakat harus 
merekam kembali dan menunggu lagi dari awal, dan ada juga terkadang 
bermasalah dengan jaringan dan sistem yang belum memadai, data ganda 
perekaman dilakukan lebih dari satu kali, data ganda menyebabkan sistem 
terkunci dan ketersediaan blanko yang sering kosong. 
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang disingkat DIKDUSCAPIL 
menjadi salah satu organisasi pemerintah yang menjadi tupoksinya dalam hal 
pembuatan E-KTP dan tentunya pembuatan E-KTP ini berlaku bagi semua warga 
yang terdata sebagai penduduk wilayah kota pekanbaru.   
Contoh Salah satu kasus keluhan mengenai program E-KTP di website 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru-LAPOR yang 
ditulis oleh Riska Wdy, 26 Juni 2019 “ saya sangat mengeluhkan proses 
pembuatan E-KTP saya satu keluarga tak kunjung selesai. Tahun 2016 
saya melakukan perekaman, dan telah mendatangi kecamatan terkait 
namun E-KTP tersebut tak jadi-jadi dengan alasan blanko E-KTP habis. 





mendatangi kecamatan lagi berniat menjemput E-KTP, namun ternyata 
masih tak selesai dan mereka memberi resi baru lagi dengan tanggal 
penjemputan E-KTP pada 15 Januari 2019. Dan lagi-lagi, E-KTP saya 
masih belum selesai sampai saat ini, mereka hanya memberi jawaban 
silahkan dating saja ke kecamatan ini setiap 3 bulan, mereka tidak 
memberi kepastian kapan E-KTP saya ini akan selesai, yang saya tahu, 
dibeberapa daerah lain dalam hal pembuatan E-KTP tidak memakan waktu 
bertahun-tahun. Ini masalahnya dimana? Dikecamatan kah yang ga bener 
kerjanya atau bagaimana? Saya sebagai masyarakat sudah sangat muak 
dengan tidak kejelasan ini. Hampir 3 tahun E-KTP masih tidak selesai. 
Padahal banyak urusan yang memerlukan E-KTP. Saya mohon, masalah 
saya ini ditindaklanjuti. 
(website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru-
LAPOR, 26 Juni 2019, 06.59 WIB) 
 
Yaitu Kasus yang kedua mengenai keluhan mengenai program E-KTP di 
website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru-
LAPOR, 15 Januari 2019, yang ditulis oleh Rio Agung Setiawan, “Yth. 
Dikdukcapil Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau dengan ini saya ingin 
menanyakan kelanjutan pembuatan E-KTP saya yang tak kunjung selesai 
dengan berbagai alasan. Saya sudah beberapa kali hanya mendapatkan 
suket, mohon kebijaksanaan dan tindak lanjutnya kepada dinas terkait 
mengenai kejelasan E-KTP saya, terimakasih. 
(website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru-
LAPOR, 15 Januari 2019, 15.35 WIB) 
      
Berdasarkan informasi keluhan diatas pelaksanaan pelayanan E-KTP 
belum sesuai dengan harapan masyarakat maupun Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan 
pelayanan perekaman E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Pekanbaru. Pelayanan perekaman E-KTP ini dimaksudkan untuk memudahkan 
Penduduk Pekanbaru yang sampai saat ini belum melakukan perekaman E-KTP 
bagi yang sudah berumur 16 tahun keatas dan orang dewasa lainnya. 
Terdapat dari beberapa permasalahan dalam pelayanan pembuatan E-KTP 
diantaranya pengurusan E-KTP memakan waktu yang lama, prosedur yang 





berada ditempat saat jam kerja. Permasalahan lain mengenai belum 
terselesaikannya target perekaman E-KTP sampai saat ini dan kendala lainnya 
yaitu jumlah mesin cetak E-KTP dan kapasitas server yang terbatas, pelayanan 
yang belum optimal, sarana dan prasarana yang belum memadai baik sarana 
operasional, fasilitas fisik, serta prasarana pendukung lainnya. Dari permasalahan 
lain yang ditemui dari mengenai adanya yang kurang memadai ruang tunggu 
masyarakat yang akan melakukan pelayanan. Jumlah kursi yang tersedia hanya 
terbatas sedangkan masyarakat yang melakukan pelayanan sangat banyak dan 
ruang tunggu masyarakat dalam pelayanan sangat tidak nyaman dikarenakan  
ruangan sangat panas dan mengantri dalam hal pelayanan sangat panjang dan 
bertumpuk-tumpuk atau berjubel-jubel.  
Tabel 1.1 
Jumlah Penduduk Perkecamatan di Kota Pekanbaru Dalam Tahun 
2015-2019 
No Kecamatan 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Sukajadi 49.650 47.364 48.544 47.420 47.672 
2 Pekanbaru Kota 27.224 25.094 25.719 25.103 26.645 
3 Sail 23.124 21.479 22.015 21.492 23.285 
4 Lima Puluh 44.481 41.437 42.469 41.466 43.461 
5 Senapelan 38.340 36.548 37.459 36.581 38.292 
6 Rumbai 74.977 67.523 67.570 67.654 68.451 
7 Bukit Raya 109.381 103.114 103.722 105.177 93.337 
8 Tampan 201.182 269.062 285.932 307.947 181.910 
9 Marpoyan Damai 146.221 131.245 131.362 131.550 130.303 
10 Tenayan Raya 148.013 158.519 162.530 167.929 136.448 
11 Payung Sekaki 101.128 90.665 90.902 91.225 94.965 
12 Rumbai Pesisir 74.397 72.516 72.864 73.784 69.604 
Jumlah Total 1.038.118 1.064.566 1.091.088 1.117.359 1.149.359 






Berdasarkan data dari BPS Kota Pekanbaru dalam angka tahun 2019, 
jumlah penduduk Kota Pekanbaru mencapai 1.149.359 jiwa. 
Tabel 1.2  
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Jenis Kelamin Dalam Tahun 
2015-2018  
No Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 2015 533.217 504.901 1.038.118 
2 2016 546.400 518.166 1.064.566 
3 2017 559.917 531.171 1.091.088 
4 2018 573.206 544.153 1.117.359 
5 2019 586.299 557.060 1.149.359 
Sumber: BPS Kota Pekanbaru dalam angka tahun 2019 
Berdasarkan dari tabel di atas, jumlah penduduk di Kota Pekanbaru 
berdasarkan jenis kelamin dalam tahun 2019 berjumlah 1.149.359 jiwa dengan 
jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 586.299 jiwa dan jumlah 
penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 557.060 jiwa.  
Tabel 1.3  











1 Suka Jadi 34.434 38.603 4.169 
2 Pekanbaru Kota 19.593 21.670 2.077 
3 Sail 16.937 18.125 1.188 
4 Lima Puluh 32.294 34.333 2.039 
 5 Senapelan 28.626 30.409 1.783 
6 Rumbai 46.894 46.570 324 
7 Bukit Raya 67.392 67.958 566 
8 Tampan 122.130 112.324 9.806 
9 Marpoyan Damai 92.018 93.620 1.602 
10 Tenayan Raya 94.369 89.897 4.472 
11 Payung Sekaki 67.726 68.922 1.196 
12 Rumbai Pesisir 50.202 50.840 638 
TOTAL 672.615 673.271 1.556.332 





 Berdasarkan dari tabel di atas, masyarakat Kota Pekanbaru yang wajib E-
KTP sebanyak 672.615 jiwa, masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah melakukan 
perekaman sebanyak 673.271 jiwa, dan masyarakat Kota Pekanbaru yang belum 
melakukan perekaman E-KTP yaitu berjumlah 1.556.332 jiwa. 
 Adapun penentuan isu-isu strategis dalam gambaran pelayanan di Kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru masih bergabung 
dengan Organisasi Perangkat Daerah lain sehingga ruang pelayanan kurang 
reprensentatif dan pengelolaan kearsipan kurang optimal. Adapun perangkat 
pendukung Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) online masih dilaksanakan 
oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
sehingga jika terjadi kerusakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Pekanbaru harus berkoordinasi  memakan waktu yang lama.  
Menurut hasil pengamatan saat ini, masih banyak masyarakat Kota 
Pekanbaru belum mempunyai E-KTP dan masih banyak yang belum melakukan 
perekaman E-KTP. Hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi 
kualitas pelayanan yang diberikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Pekanbaru kepada masyarakat. 
Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti 
tertarik untuk meneliti mengenai KUALITAS PELAYANAN PUBLIK E-KTP 
DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 







1.2 Rumusah Masalah  
1. Bagaimana kualitas pelayanan pengurusan E-KTP di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru?  
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan  
pelayanan pembuatan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil  Kota Pekanbaru?  
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan pengurusan E-KTP di Kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan 
dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan E-KTP di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan sebagai bahan bacaan bagi penelitian-penelitian 
selanjutnya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan, terkhususnya 
pada pelayanan E-KTP. 
2. Sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang 
diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu tentang Kualitas 
Pelayanan dalam pembuatan E-KTP Di Kantor Dinas Kependudukan 






1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka 
penulis mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang dibahas pada setiap 
bab, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini merupakan bab pertama dalam penulisan ini, yang terdiri 
dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini berisikan tentang landasan teori yang menyangkut referensi-
referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan dibahas oleh 
peneliti. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini dikemukakan metodologi penelitian yang meliputi jenis 
penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, informan penelitian serta teknik analisis data. 
BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
Pada gambaran ini membahas tentang sejarah dan gambaran singkat Kota 
Pekanbaru, keberadaan dan Sejarah Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, kemudian juga memaparkan hal lainnya 






BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil yang peneliti 
lakukan di lapangan. 
BAB VI : PENUTUP 
Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 






















Menurut Zeithhaml, Parasuraman & Berry (dalam Hardiansyah 2011:46) 
untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, 
ada indikator kualitas pelayanan yang terletak pada lima dimensi kualitas 
pelayanan, yaitu: Tangiable (Berwujud), Reliability (Kehandalan), Responsiveness 
(Ketanggapan), Assurance (Jaminan) dan Empathy (Empati). 
 Masing-masing dimensi memiliki indikator-indikator yang akan dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Tangiable (Berwujud): kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, 
komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. Indikatornya 
adalah: 
a. Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan. 
b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan 
c. Kemudahan dalam proses pelayanan 
d. Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan 
e. Kemudahan akses pelanggan dalam pemohonan pelayanan 
f. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan 
2. Realibility (Kehandalan): kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan 
pelayanan yang terpercaya. Indikatornya adalah: 
a. Kecermatan petugas dalam pelayanan 





c. Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu 
dalam proses pelayanan 
d. Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses 
pelayanan.  
3. Responsiveness (Ketanggapan): kesanggupan untuk membantu dan 
menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap 
keinginan konsumen. Indikatornya adalah: 
a. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan 
pelayanan 
b. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 
c. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat 
d. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat 
e. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat 
f. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas 
4. Assurance (Jaminan): jaminan yang diberikan oleh pegawai kepada 
konsumen. Indikatornya adalah: 
a. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 
b. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan 
c. Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan 
d. Petugas memberikan jaminan kepastian dalam pelayanan 
5. Empathy (Empati): sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai 
terhadap konsumen. Indikatornya adalah: 





b. Petugas melayani dengan sikap ramah 
c. Petugas melayani dengan sikap sopan santun 
d. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan) 
e. Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan 
 
2.2 Pelayanan 
Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan 
pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh 
individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan 
tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan. 
Menurut Hardiansyah (2011:11) “pelayanan dapat diartiakan sebagai 
aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu 
berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”. Pelayanan pada hakikatnya 
adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin 
dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. 
Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi 
kebutuhan antara penerima dan pemberi layanan. Pengertian pelayanan menurut 
Kotler dalam Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011) adalah “setiap kegiatan yang 
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan 
meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.” 
Pendapat lain mengenai pelayanan menurut Gronross yang dikutip oleh 
Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2006) pelayanan adalah suatu aktivitas atau 





terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau 
hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang 
dimaksudkan untuk pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 
permasalahan konsumen/pelanggan. 
Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah aktivitas 
yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi layanan 
yang menggunakan pelaratan berupa organisasi atau lembaga perusahaan. 
 
2.3  Pelayanan Publik 
Menurut UU No 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik.  
Pengertian pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok 
atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat 
dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. (A.S. Moenir 1995:7) 
Menurut Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011:5) pelayanan publik diartikan 
“pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan 
tata cara yang telah ditetapkan.” 
Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak dibidang 





Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang 
dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang biasanya adalah pemerintah. 
Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan 
berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat 
non komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian pelayanan kepada 
masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak mencari keuntungan 
akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa 
pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada 
prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di 
pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik 
Daerah, dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 
 
2.4 Kualitas Pelayanan Publik 
kata “kualitas” mengandung banyak pengertian, menurut Kamus Bahasa 
Indonesia, kualitas berarti: (1) tingkat baik buruknya sesuatu (2) derajat atau taraf 
atau mutu (3) perbaikan berkelanjutan (4) bebas dari kerusakan/cacat (5) 
pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat (6) melakukan segala 
sesuatu secara benar (7) sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. 
Menurut Ibrahim dalam Hardiansyah (2011:40), kualitas pelayanan publik 
merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 
manusia, proses, dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada 





Berdasarkan uraian diatas, maka kualitas dapat diberi pengertian sebagai 
totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuan dalam 
memenuhi kebutuhan. Kualitas sering kali diartikan sebagai segala sesuatu yang 
memuaskan pelanggan atau sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan. 
Menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1995, bahwa hakekat pelayanan 
umum adalah: 
1. Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 
instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. 
2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, 
sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna 
dan berhasil guna. 
3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta 
masyarakat dalam pembangunan serta dengan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat luas. 
 Sedangkan Zeithaml, Parasuraman & Berry dalam Hardiansyah (2011:46) 
menggunakan ukuran tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Tangibles, yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas 
komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan. 
2. Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan 
pelayanan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. 
3. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong 





4. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan, dan 
kemampuan para petugas penyedia layanan dalam memberikan 
kepercayaan kepada pengguna layanan. 
5. Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna 
layanan secara individual. 
Sebagai program baru, penilaian dengan lima indikator tersebut dinilai 
sudah tepat dan memudahkan penulis dalam memperoleh data-data yang 
diperlukan. Indikator kesederhanaan mencakup kesederhanaan prosedur yang 
mudah dipahami masyarakat dan tidak berbelit-belit, indikator bukti langsung 
merupakan kemampuan penyedia pelayanan untuk menunjukkan eksistensinya 
kepada pihak eksternal, indikator kehandalan untuk mengetahui sejauh mana 
kemampuan yang dimiliki oleh penyedia pelayanan dalam memberikan pelayanan 
dan indikator daya tanggap untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana 
tanggapan pihak penyedia layanan untuk menanggapi pertanyaan dan keluhan dari 
masyarakat wajib E-KTP. 
 
2.5  Asas Pelayanan Publik  
Pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan 
masyarakat, karena masyarakat itu bersifat dinamis. Dalam hal ini pemerintah 
harus melakukan negoisasi dan mengkolaborasi berbagai kepentingan masyarakat. 
Sehingga pelayanan publik memiliki kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan 





terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan 
terjangkau.  
 Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa, 
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. Untuk 
mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang professional, 
kemudian Lijan Poltak Sinambela, dkk (2011:6) mengemukakan asas-asas dalam 
pelayanan publik tercermin dari: 
a. Transparansi  
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 
b. Akuntabilitas 
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
c. Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 
dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas. 
d. Partisipatif 
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 
masyarakat. 
e. Kesamaan Hak 
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, 





f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. 
Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik juga diatur dalam pasal 4 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dikutip 
oleh Eny Kusdarini (2011:190) yakni yang terdiri dari 12 asas: 
a. Asas kepentingan umum, 
b. Asas kepentingan hukum, 
c. Asas kesamaan hak, 
d. Keseimbangan hak dan kewajiban 
e. Asas keprofesionalan, 
f. Asas partisipasif, 
g. Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, 
h. Asas keterbukaan, 
i. Asas akuntabilitas, 
j. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 
k. Asas ketepatan waktu, 
l. Asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. 
Berdasarkan pengertian di atas, maka pelayanan publik akan berkualitas 
apabila memenuhi asas-asas diantaranya: transparansi, akuntabilitas, partisipasif, 







2.6 Standar Pelayanan Publik 
Setiap penyelenggaraan publik harus memiliki standar pelayanan. Standar 
merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan publik yang wajib 
ditaati. Standar pelayanan publik sendiri menurut Hardiansyah (2011:35), yaitu 
meliputi: 
a. Prosedur Pelayanan 
b. Waktu Penyelesaian 
c. Biaya Pelayanan 
d. Sarana dan Prasarana 
e. Kompetensi Petugas Pelayanan 
Selanjutnya untuk melengkapi standar pelayanan tersebut di atas 
ditambahkan materi muatan yang dikutip dari rancangan undang-undang tentang 
pelayanan publik, karena dianggap cukup realitas untuk menjadi materi muatan 
standar pelayanan publik, sehingga menjadi berikut: 
1. Dasar Hukum 
2. Persyaratan 
3. Prosedur Pelayanan 
4. Waktu Pelayanan 
5. Biaya Pelayanan 
6. Produk Pelayanan 
7. Sarana dan Prasarana 
8. Kompetensi Petugas Pelayanan 





10. Pengawas Ekstern 
11. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana 
12. Jaminan Pelayanan 
2.7 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu 
penyelenggara negara atau pemerintah maupun lembaga independen yang 
dibentuk oleh pemerintah, seperti badan usaha atau badan hukum yang diberikan 
wewenang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik, dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik ada sepuluh prinsip yang diatur dalam 
Keputusan Menteri Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman 
umum pelayanan publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah: 
a.Kesederhanaan 
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 
dilaksanakan, 
b. Kejelasan  
Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, unit kerja atau 
pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan 
dan rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
c. Kepastian Waktu 
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 
telah ditetapkan. 
d. Akurasi 






Proses produk pelayanan publik memberikan rasa dan kepastian hukum. 
f. Tanggung Jawab 
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan 
atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana 
Peralatan kerja dan penndukung lainnya yang memadai termasuk 
penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi, dan informatika. 
h. Kemudahan Akses 
Tempat dan lokasi sarana dan prasarana yang memadai mudah dijangkau 
oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi, telekomunikasi, dan 
informatika. 
i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan 
Pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun ramah 
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
j. Kenyamanan 
Pemberi pelayanan harus tertib, teratur disediakan ruang dan waktu yang 
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan 








2.8 Rakyat Sebagai Pelanggan 
 David Osborne dan Peter Plastrik (1997) dalam Banishing Bureaucrazy, 
menganalogikan pemerintahan dengan perusahaan dan rakyat dengan pelanggan. 
Oleh karena itu, wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat 
digambarkan/dijelaskan  
 Kebanyakan entitas negara bertanggung jawab kepada pegawai terpilih, 
yang menciptakan mereka, menentukan fungsi-fungsi mereka, dan mendamai 
mereka. Karena pegawai-pegawai terus ditekan untuk menanggapi tuntutan 
kelompok kepentingan, mereka sering lebih peduli kepada sumber daya negara 
dipakai dari pada hasil-hasil yang mereka beli. 
 Menciptakan akuntabilitas kepada pelanggan/rakyat meningkatkan tekanan 
pada organisasi publik untuk memperbaiki hasil-hasil mereka, tidak hanya untuk 
mengatur sumber daya. Ia menciptakan informasi kepuasan pelanggan/rakyat 
terhadap layanan dan hasil-hasil pemerintahan, yang sulit diabaikan oleh pegawai 
terpilih, manajer publik, dan karyawan. Dan ia memberikan target yang tepat bagi 
organisasi publik untuk dicapai dan menetapkan standar pelayanan pelanggan dan 
meningkatkan kepuasan pelanggan. 
 Ini tidak berarti bahwa organisasi publik tidak lagi bertanggung jawab 
kepada wakil-wakil yang terpilih. Ini berarti bahwa mereka saling memiliki dalam 
pertanggungjawaban. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ini berjalan baik bila 
pegawai-pegawai terpilih meluruskan dua pertanggungjawaban ini dengan 
menyatakan tujuan mereka berkenaan dengan kepuasan pelanggan dan menuntut 





 Sementara itu, Osborne dan Gaebler (1970), dalam Reinventing 
Government, menjelaskan secara panjang lebar mengapa organisasi negara harus 
menjadi customer-driven organization. Ada banyak cara yang dapat dilakukan 
organisasi negara untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Ada tiga 
pendekatan utama yang memungkinkan organisasi negara bertanggung jawab 
kepada pelanggan.  
 Osborne dan Gablear (1997) dalam Reinventing Government, mengadopsi 
konsep pemasaran (the marketing concept) dan menerapkannya dalam konsep 
pemerintahan. Konsep birokrasi yang ada selama ini dipertahankan dan kemudian 
diganti dengan konsep entrepreneurship. Dalam konsep pemasaran, perusahaan 
harus menghasilkan apa yang dibutuhkan konsumen, bukan apa yang diinginkan 
perusahaan. Hal ini berarti bahwa perusahaan menempatkan pelanggan pada 
tempat pertama (Leo Jones, 1991). 
 
2.9 Sejarah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)  
 Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) adalah 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik 
dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program e-
KTP diluncurkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan 
Februari 2011 dimana pelaksanaannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama 
dimulai pada tahun 2011 dan berakhir 30 April 2012 yang mencakup 67 juta 
penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua 





Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta 
penduduk sudah memiliki E-KTP. 
 Program E-KTP dilatarbelakangi oleh system pembuatan KTP 
konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat 
memiliki menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut 
memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu 
dengan mengandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk: 
1. Menghindari pajak 
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota 
3. Mengamankan korupsi 
4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris) 
Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-
Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu 
sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda 
Penduduk elektronik atau E-KTP.  
 
2.10 Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang dapat 







































 Faktor yang menjadi penghambat pelayanan 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Pelalawan kedisiplinan dan 
rentang waktu dalam penyelesaian dokumen 
kependudukan oleh petugas pelayanan di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Pelalawan, hal ini akan menjadi 
penghambat untuk mencapai pelayanan yang 
baik untuk masyarakat karena jika petugas 
pelayanan tidak disiplin maka akan tertunda 
waktu waktu penyelesaian pelayanan maka 
















Tahun 2017 (Studi 
Kasus Pembuatan E-
KTP) 
Administrasi Kependudukan Di Kecamatan 
Sukajadi belum maksimal hal ini disebabkan 
oleh kemampuan SDM pegawai yang 
menangani E-KTP kurang optimal dalam 
melayani masyarakat, kurangnya fasilitas 
ketika kebijakan tersebut diterapkan, 
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat 
kemudian koordinasi dan komunikasi antara 
Disdukcapil dengan Kecamatan Sukajadi 

































kualitas pelayanan E-KTP Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Siak tergolong baik karena 
pegawai Disdukcapil Kabupaten Siak 
melakukan pekerjaan dengan teliti hal ini 
dimaksudkan agar hasil yang sesuai yang 




2.11 Pandangan Islam Tentang Pelayanan Publik 
Dalam pelayanan publik ada 2 hal yang perlu diperhatikan sebagai alat 
pendekatan yang berhubungan dengan etika yaitu “pendekatan teleologi dan 
pendekatan deontologi”. Pendekatan Teleologi yaitu bertolak dari pemahaman 
bahwa apa yang baik dan apa yang buruk atau apa yang seharusnya dilakukan 
oleh pejabat publik berdasarkan pada nilai kemanfaatan yang akan diperoleh atau 
dihasilkan, yaitu baik atau buruk dilihat dari konsekuensi keputusan atau tindakan 
yang diambil secara komperensip. Tinjauan menurut Islam dalam hal ini 
sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur-an surat at-Taubah ayat 105: 
  ۖ َىُىنِهْؤُوْلاَو ُُهلىُسَرَو ْنَُكلَوَع ُ هاللَّ يََريََسف اُىلَوْعا ُِلقَو ِةَدَبه هشلاَو ِبْيَغْلا ِنِلبَع ًٰ َِلإ َىو ُّدَُرتَسَو
 َىُىلَوَْعت ُْنْتنُك بَِوب ْنُُكئَِّبُنَيف 
Artinya: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin 
akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada 
(Allah) Yang Maha Mengetahui akan gaib dan yang nyata, lalu 







Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Fushilat ayat 46: 
 ٍم هَلَّظِب َكُّبَر بَهَو ۗ َبهَْيلََعف َءبََسأ ْيَهَو ۖ ِهِسَْفِنَلف بًِحلبَص َلِوَع ْيَه ِدِيبَعِْلل  
Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang shaleh maka (pahalanya) 
untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat jahat maka 
(dosanya) atas dirinya sendiri, dan sekali-kali Tuhanmu tidaklah 
menganiaya hamba-hamba nya”. 
 
 Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang 
maupun pelayanan hendaknya memberikan yang berkualitas jangan memberikan 
yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. 
 Al-Qur’an memerintahkan secara jelas agar kaum muslimin bersifat lemah 
lembut dan sopan santun manakala berbicara dan melayani pelanggan, karena baik 
buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses dan gagalnya bisnis 
yang dijalankan. 
 
2.12 Defenisi Konsep 
 Agar penelitian ini menjadi jelas dan terarah, maka peneliti memberikan 
batasan defenisi konsep. 
1. Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang 
berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat 
pengguna jasa pelayanan pembuatan E-Ktp di Kantor Disdukcapil Kota 
Pekanbaru. 
2. Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yaitu Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun 





3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur Pelaksana 
Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 
dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan 
























2.13 Konsep Operasional 
Tabel 2.2 
 Konsep Operasional 
Variabel Indikator Sub Indikator 
Kualitas Pelayanan  







 Penampilan petugas dalam melayani 
pelanggan/pemohon 
 Kenyamanan tempat pelayanan 
 Kemudahan dalam proses pelayanan 
 Kedisiplinan petugas dalam melakukan 
pelayanan 
 Kemudahan akses pemohon dalam 
pelayanan 
 Penggunaan alat bantu dalam pelayanan 
Reliability 
(Kehandalan) 
 Kecermatan petugas dalam Pelayanan 
 Memiliki kejelasan standar pelayanan 
 Kemampuan petugas dalam 
menggunakan alat bantu 
 Keahlian petugas menggunakan alat 
bantu dalam proses pelayanan 
Responsiveness 
(Ketanggapan) 
 Merespon setiap pemohon 
 Petugas melakukan dengan cepat  
 Petugas melakukan dengan tepat 
 Petugas melakukan dengan cermat  
 Petugas melayani dengan waktu yang 
tepat 
 Semua keluhan direspon oleh petugas 
Assurance 
(Jaminan) 
 Petugas memberikan jaminan tepat 
waktu  
 Adanya jaminan biaya   
 Adanya jaminan legalitas dalam 
pelayanan 




 Petugas mendahulukan kepentingan 
pemohon 
 Petugas melayani dengan sikap ramah 
 Petugas melayani dengan sikap sopan 
santun 
 Petugas melayani dengan tidak 
diskriminatif (membeda-bedakan)  
 Petugas menghargai setiap pemohon 





2.14 Kerangka Berpikir 
Untuk menentukan sebagai ukuran kualitas pelayanan di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori yang sudah mencakup keseluruhannya, teori yang 
dikemukakan oleh Zeithaml, dkk dalam Hardiansyah (2011:46), ada 5 indikator 

































pelayanan di Kantor Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota 
Pekanbaru  
Kualitas Pelayanan E-KTP Di Kantor Dinas 







3.1 Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:11) memaparkan penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri atau lebih 
(independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable 
satu dengan variable lainnya. 
 Dalam hal ini penelitian ditujukan untuk mengetahui atau menjelaskan 
nilai Kualitas Pelayanan Publik E-KTP yang terkait di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.tanpa membuat 
perbandingan atau hubungan langsung dengan variable pelayanan. 
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Pekanbaru di Jl. Mustafa Sari Sari No.1 Kota Pekanbaru. Tujuan 
ditetapkannya lokasi penelitian agar diketahui dengan jelas objek penelitian, 
karena dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa subjek penelitian yang 
sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti di Kantor Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Penelitian ini mulai dilakukan dari tahun 







3.3 Jenis Dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 
informan penelitian melalui wawancara (Interview), dan observasi, quesioner serta 
dokumentasi. Dalam hal ini pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Pekanbaru yang berupa wawancara langsung yang berstruktur berdasarkan 
pedoman wawancara dan penyebaran quesioner/angket kepada masyarakat yang 
ikut terlibat di dalam Pelayanan Publik E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. 
2. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 
yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2010:19). 
Sumber data sekunder merupakan data yang sudah diolah atau data yang tersedia 
pada objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari dari peraturan perundang-
undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, atikel-artikel, serta dokumentasi 
berupa rekaman suara dan foto-foto sebagai bukti penelitian yang dapat 
mendukung dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti. 
3.4 Informan Penelitian 
Informan penelitian adalah subjek yang memberikan data berupa informasi 
kepada peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive 
sampling dimana peneliti memilih key informan dan informasi yang peneliti 





quesioner/angket kepada masyarakat yang dijadikan responden. Sebagai informan 
penelitian yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari Kualitas 
Pelayanan Publik E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Pekanbaru, adapun yang menjadi informan penelitian yang akan 
memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam 
penelitian ini adalah: 
Tabel 3.1  
Jumlah Informan Penelitian Yang di Jadikan Responden 
NO Nama Subjek Jumlah 
1 Pegawai Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 
1. Sekretaris  
2. Bidang Pemanfaatan Data dan 
Inovasi Pelayanan 
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk 










2 Masyarakat 100 
 TOTAL 104 
Sumber: Data Olahan Tahun 2020 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk mengumpulkan data dalam penelitian diperlukan teknik 
pengumpulan data yang tepat, agar nantinya dapat diperoleh sesuai dengan yang 
diharapkan dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Untuk melakukan 
penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik 
E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 








 Metode wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi 
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 
respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan dengan secara terstruktur 
maupun tidak terstuktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan 
menggunakan telepon (Sugiyono 2008:157).   
3.5.2 Dokumentasi  
 Metode dokumentasi yaitu penelusuran dan perolehan data yang 
diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda 
kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang berkait  
dengan pelayanan. Kelebihan dokumentasi ini adalah karena data tersedia, siap 
pakai, serta hemat biaya dan tenaga (Mahi M. Hikmat, 2011:83). 
 Menurut Meolong dalam Mahi M. Hikmat (2011:83) bahwa dalam banyak 
hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, 
menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.  
3.5.3 Observasi  
 Observasi sebagai metode pengumpulan data mempunyai ciri yang 
spesifik bila dibandingkan teknik yang lain, yaitu wawancara dan quesioner. 
Kalau wawancara dan quesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka 
observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. 





berkenaaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 
responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2008:166). 
 Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2008:166), observasi merupakan 
suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 
biologis dan psikologis. 
3.5.4 Quesioner/Angket 
 Quisioner/angket yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 
memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan 
harapan memberikan respons atas pertanyaan tersebut. 
3.6 Teknik Analisis Data 
 Menurut Bognan dan Biklen dalam Moloeng (2007:248) analisis data 
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintesiskannya, menaati dan 
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan defenisi 
diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah 
mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian 
mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. 
Dalam menganalisa data yang peneliti peroleh baik data primer maupun 
data skunder. Peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni analisa yang 
berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang 
ditemukan di lapangan mengenai kualitas pelayanan yang ada di Kantor Dinas 





penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data informasi yang diperoleh 
akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai 
persentase, dan disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan menggunakan 
rumus persentasenya, sebagai berikut :  
 P=   F x 100 % 
          N 
Keterangan: 
  P =  Persentase 
  F = Frekuensi 
  N = Populasi 
Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan dalam kualitas pelayanan 
publik E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Pekanbaru, keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan 
menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suharsimi Ari Kunto 
(2010:43), yaitu sebagai berikut: 
Sangat Baik / Sangat Setuju : 76 - 100 % 
Baik / Setuju   : 56 - 75 % 
Kurang Baik / Kurang Setuju  : 40 - 55 % 
Tidak Baik / Tidak Setuju : 0 - 39 % 
Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil 
penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang kualitas 






GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 
Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah sementara 
penduduk Kota Pekanbaru adalah 903,9 ribu orang, yang terdiri dari 459,5 ribu 
penduduk laki-laki dan perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut, dapat dilihat 
bahwa penyebaran penduduk terbesar di Kota Pekanbaru terdapat di tiga 
kecamatan yaitu Kecamatan Tampan sebesar 173,2 ribu orang (19,16 persen), 
Marpoyan Damai sebesar 125,3 ribu orang (13,87 persen), dan Tenayan Raya 
sebesar 123,3 ribu orang (13,64 persen). 
4.1.1 Letak Dan Luas 
Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 
0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. 
Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian 
berkisar antara 5 -11 meter. 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 
September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 
446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil 
pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas 
wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². 
 Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 
meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 





fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya 
tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan 
Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 
Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 
Kelurahan/Desa. 
4.1.2 Batas  
 Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota : 
a. Sebelah utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 
c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 
d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar 
4.1.3 Sungai 
 Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke 
timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air 
Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan 
Sungai Sail. 
 Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian 
rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya. 
4.1.4 Iklim 
 Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara 
maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 






a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d 
Desember. 
b. Musim kemarau jatuh pada bulam Mei s/d Agustus Kelembapan 
maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.  
 Kecamatan Sail dan Pekanbaru Kota Merupakan dua kecamatan dengan 
jumlah penyebaran penduduk terkecil yaitu masing-masing sebesar 21,0 ribu 
orang (2,33 persen) dan 25,0 ribu orang (2,77 persen). Sedangkan untuk 
kecamatan lainnya, besar penyebaran penduduk berkisar antara empat sampai 
dengan sepuluh persen. Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebesar 632,26 Km² 
dengan jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 903,9 ribu orang. Dengan luas 
wilayah dan jumlah penduduk tersebut, maka rata-rata tingkat kepadatan Kota 
Pekanbaru adalah sebesar 1,4 ribu orang per kilo meter persegi. 
 Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah 
Kecamatan Sukajadi yakni sebanyak 12,7 ribu orang per kilo meter persegi. 
Sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Rumbai Pesisir yakni sebanyak 
0,41 ribu orang per kilo meter persegi. 
4.1.5 Jarak Ibu Kota 
 Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak 









Tabel 4.1  







Taluk Kuantan = 118 Km 
Rengat = 159 Km 
Tembilahan = 213,5 Km 
Kerinci = 33,5 Km 
Siak = 74,5 Km 
Bangkinang = 51 Km 
Pasir Pengaraian = 132,5 Km 
Bengkalis = 128 Km 
Bagan = 192,5 Km 
Dumai = 125 Km 
 
4.1.6 Geografis 
 Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada 
jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, 
Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada 
bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten 
Kampar. 
 Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada 
pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini 
termasuk beriklim tropis dengan suhu udara  maksimum berkisar antara 34.1°C 
hingga 35.6°C, dan suhu udara minimum antara 20.2°C hingga 23.0°C. 
 Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 Km² yang 
kemudian bertambah menjadi 62.96 Km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan 
Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 





Km². Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 12 
kecamatan. 
4.1.7 Kependudukan 
 Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk 
terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan 
ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan 
penduduknya. 
 Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 
37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya berkerja sebagai professional 
dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah mengantarkan Bahasa 
Minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk Kota 
Pekanbaru selain Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia. 
 Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, 
Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke 
Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu 
mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 
hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau 
dari pemekaran Provinsi Riau. 
 Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa 
pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja 
romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok 
etnik ini telah menjadi lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun 





dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar 
kota namun banyak juga yang beralih okupasi. 
 Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, 
membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong 
berdatangannya masyarakat Batak. Kelompok etnik ini umumnya bekerja sebagai 
karyawan dan memiliki ikatan emosional yang kuat terutama jika semarga 
dibandingkan kelompok etnis lain yang ada di Kota Pekanbaru. Pasca PRRI 
eksistensi kelompok etnis ini menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya 
memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin 
Nasution menjadi Penguasa Perang Riau Daratan. 
 Sementara masyarakat Tionghoa dengan rata-rata bakat enterepreneur 
yang kuat menguasai perdagangan skala besar di Kota Pekanbaru. Kopi Kimteng 
saat ini menjadi trademark kopi asal Pekanbaru yang dirintis oleh Kim Teng, 
seorang veteran pejuang Tionghoa masa kemerdekaan di Pekanbaru. 
 Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh 
masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, 
Khonghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini. 
 Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota 
Pekanbaru tahun 1994, ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan 
Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional yang ke 17. Pada perlombaan 
membaca Al-quran ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk 






4.1.8 Visi Dan Misi Kota Pekanbaru  
 Visi Kota Pekanbaru menuju 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 
Tahun 2021, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan 
Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaaan Melayu, Menuju Masyarakat 
Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa. 
 Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud 
Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, menetapkan 
visi antara untuk 5 tahun kepemimpinannya yaitu “Terwujudnya Pekanbaru 
Sebagai Smart City Madani” 
 Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan 
memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta 
memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi 
pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai 
berikut:: 
a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, 
tangguh dan berdaya saing tinggi. . 
b. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat 
Berbudaya Melayu 
c. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang 
baik. 
d. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasiskan ekonomi kerakyatan dan 
ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan, yaitu jasa, perdagangan 





e. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (Liveable City) dan 
ramah lingkungan (Green City). 
 
4.2 Sejarah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 
 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 bahwa 
Penyelenggaraan Catatan Sipil yang semua merupakan tanggung jawab 
Departemen Kehakiman, dialihkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab 
Departemen Dalam Negeri, yang petugas pencatatannya dinamakan Pegawai 
Catatan Sipil dan Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Daerah. 
 Pegawai tersebut ditunjuk dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan 
pencatatan-pencatatan yang dilakukan dengan membuat akta didalam daftar yang 
sudah ditentukan, dengan masing-masing peristiwa, sesuai dengan syarat-syarat 
yang telah ditetapkan. Akta Catatan Sipil merupakan akta otentik yang didalam 
hukum pembuktian mempunyai kekuatan yuridis bukti diri seseorang. 
 Sejalan dengan perkembangan Administrasi Catatan Sipil maka dengan 
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1993 Kantor Catatan 
Sipil Kotamadya Pekanbaru dialihkan statusnya dari tipe C menjadi tipe B dan 
untuk kegiatan operasionalnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 698/IX/1993 tentang Struktur Organisasi 





 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan 
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas, maka secara resmi urusan Pencatatan Sipil 
yang dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil menjadi kewenangan urusan Dinas 
Pendaftaran Penduduk, yang tugas operasionalnya berdasarkan kepada Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk Jo Kpts. Walikota 
Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang Penatausahaan 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Kota Pekanbaru yaitu 
meliputi Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penerbitan Akta 
Catatan Sipil. 
 Selanjutnya dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 24 Tahun 
2013 perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, maka masa berlaku KTP-el ditetapkan berlaku seumur hidup dan 
pencetakan KTP-el yang selama ini dilaksanakannya terpusat di Jakarta 
diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 
4.2.1 Visi Dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 
Pekanbaru 
 Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 
adalah “Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Tertib, Cepat 
dan Akurat”. 
 Misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 





Kompetensi Tinggi, Bermoral, Beriman dan Bertakwa Serta Mampu Bersaing 
ditingkat Lokal, Nasional, dan Internasional”. 
4.3  Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 
Pekanbaru 
4.3.1 Gambar  
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Kota Pekanbaru 
 
Gambar 4.3.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Pekanbaru 
 
4.4 Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Kota Pekanbaru 
4.4.1 Tugas Pokok 
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 





melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil. 
4.4.2 Fungsi 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan program dan anggaran; 
b. Pengelolaan keuangan; 
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang 
milik daerah; 
d. Pengelolaan urusan ASN; 
e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan 
sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama 
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 
f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan 
sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, 
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan 
administrasi kependudukan; 
g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 
h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; 
i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 
j. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan; 





l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 
m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi 
kependudukan; 
n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
4.5 Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 
Pekanbaru 
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru memiliki jumlah personil sebanyak 88 
(delapan puluh delapan) orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). 
Adapun susunan komposisi pegawai yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan eselon, pangkat/golongan dan 
tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.5.1 
Data Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 
Pekanbaru Berdasarkan Eselon 
No Eselon Jumlah 
1 Pejabat Eselon II 1 orang 
2 Pejabat Eselon III 5 orang 
3 Pejabat Eselon IV 37 orang 
4 Non Eselon 45 orang 
5 Tenaga THL 75 orang 
Jumlah 163 orang 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Tahun 2017 
Berdasarkan tabel diatas, komposisi pegawai berdasarkan eselon terdiri 





orang (3,07%), pejabat eselon IV sebanyak 37 orang (22,70%), pejabat non eselon 
sebanyak 45 orang (27,61%), dan tenaga kerja THL sebanyak 75 orang (46,01%). 
Tabel 4.5.2 
Data Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 
Pekanbaru Berdasarkan Pangkat/Golongan 
No Pangkat/Golongan Jumlah 
1 Golongan IV 10 orang 
2 Golongan III 53 orang 
3 Golongan II 25 orang 
Jumlah 88 orang 
 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Tahun 2017 
 Berdasarkan tabel diatas, komposisi pegawai terdiri dari pegawai 
golongan II sebanyak 27 orang (30%), golongan III sebanyak 53 orang (58,89%), 
golongan IV sebanyak 10 orang (11,11%). 
Tabel 4.5.3 
Data Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 
Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 Pasca Sarjana / S2 6 orang 
2 Sarjana / S1 37 orang 
3 Sarjana Muda / Diploma III 10 orang 
4 SLTA 36 orang 
5 SMP - 
6 SD 1 orang 
Jumlah 93 orang 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Tahun 2017 
 Data pada tabel diatas, merupakan bahwa tingkat pendidikan pegawai 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru didominasi Sarjana/S1 
sebanyak 37 orang (44,11%), SLTA sebanyak 36 orang (40%), Sarjana 
Muda/Diploma III sebanyak 10 orang (11,11%), Pasca Sarjana sebanyak 6 orang 






4.6 Standar Pelayanan E-KTP 
Tabel 4.6.1 
Standar Pelayanan E-KTP 






a. Pengisian Formulir F.1 21 ditanda tangani oleh Lurah 
dan Camat 
b. FC Kartu Keluarga 
c. FC Akte Kelahiran (untuk pemula) 
d. Kartu Keluarga Asli 










Jangka waktu penyelesaian untuk pelayanan ini adalah 14 
hari kerja, terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan 
diberikan tanda terima berkas 
4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (Gratis) apabila tepat waktu, namun 
keterlambatan pengurusan dikenakan sanski administrasi 
berupa Denda 





Prosedur penanganan pengaduan dilaksanakan sebagai 
berikut : 
a. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui : 
a.1. Media surat / tertulis 
Masyarakat dapat menyampaikan aduannya 
melalui kotak saran yang disediakan di sekitar 
loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung 
kepada petugas loket atau dapat dikirim melalui 
pos ditujukan kepada : 
 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil 
Kota Pekanbaru 
JL. Mustafa Sari No.1 Kota Pekanbaru 
 
Surat yang masuk akan diterima oleh sekretariat 
untuk dilakukan penomoran surat masuk dan 
kemudian akan dilanjutkan kepada bidang terkait 
untuk dilakukan penanganan pengaduan untuk 





a.2. Media Internet 
Pengaduan ditujukan melalui email Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu 
 
Email : disdukcapilkotapekanbaru@gmail.com 
a.3. Media telephon/Fax 
 
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya 
melalui pesawat telephon atau melalui fax di 
nomor Telp. (0761) 35463 Fax (0761) 35463 
Oleh operator telephon akan disambungkan 
kepada bagian pengaduan dan akan segera 
ditindaklanjuti 
a.4. Media langsung/tatap muka 
Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh 
petugas pada loket pengaduan 
b. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang 
menangani akan menyampaikan/koordinasi kepada 
kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan 
masyarakat yang masuk berdasarkan kategori 
pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan 
besar/berat). 
c. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori 
pengaduan ringan, maka personil yang menangani 
akan menjawab secara langsung. 
d. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, 
maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan 
kepala bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil keputusan 
dari koordinasi akan disampaikan kepada yang 
bersangkutan. 
e. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, 
maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
dengan Walikota Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. 
Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung 
kepada yang bersangkutan. 
f. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui 
surat atau via telepon dengan yang bersangkutan 
(apabila pihak pengadu mencantumkan nomor 
telephon untuk klarifikasi) 
g. Pengaduan melalui email akan dibalas kepada yang 
bersangkutan melalui email 
h. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS, 






i. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara 
langsung kepada yang bersangkutan 
j. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui 
internet, via telepon, maupun secara langsung, akan 
dicatat dan dipilah oleh pejabat fungsional umum pada 
Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
dengan arahan Kepada Sub Bagian Kepegawaian, 
Umum dan Perlengkapan untuk selanjutnya dicatat 
dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari tanggal 
pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan 
bobot pengaduan, diserahkan kepada kepada Sekretaris 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 
diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan Pelayanan 
Publik perlu dilakukan perbaikan, maka laporan 
pengaduan akan diserahkan kembali kepada Sub 
Bagian Kepegawaian Umum dan Perlengkapan untuk 
diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh Sekretaris 
Dinas untuk disetujui. 
k. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah 
disetujui oleh Sekretaris Kependudukan dan Pelayanan 
Sipil .akan diserahkan kepada kepala dinas. sebagai 
laporan bulanan. Target penyelesaian pengaduan dalam 
1 (satu) tahun 

















 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai 
Kualitas Pelayanan Publik E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Pekanbaru maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut: 
berdasarkan hasil penelitian mengenai dari kualitas pelayanan publik E-
KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 
peneliti mengambil kesimpulan dari hasil beberapa indikator penelitian yang 
digunakan dari keseluruhan rekapitulasi questioner dengan jumlah 100 responden 
dengan persentase 100% didapatkan hasil sebanyak 61,2% yang sudah tergolong 
dalam kategori Baik. akan tetapi belum maksimal ataupun belum optimal 
dikarenakan terdapat beberapa aspek-aspek permasalahan yang harus diperbaiki 
dan masyarakat belum merasa puas apa yang diberikan oleh pihak petugas atau 
aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, hal ini dapat 
dilihat dari beberapa permasalahan sebagai acuan dalam mendapatkan hasil 
mengenai kualitas pelayanan publik E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut: 
1. Mengenai dimensi jaminan (assurance) di Kantor Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dapat diketahui bahwa petugas 
belum bisa memberikan jaminan ketepatan waktu kepada masyarakat 
sebagai pengguna layanan dalam permasalahan E-KTP, menurut hasil 





2. operasional prosedur pelayanan pembuatan E-KTP yaitu 14 hari kerja, 
akan tetapi tidak sesuai yang diharapkan dan banyaknya masyarakat 
mengungkapkan lamanya E-KTP yang dicetak membuat mereka 
kewalahan karena masih banyak keperluan mereka lainnya. 
3. Prosedur persyaratan pelayanan yang panjang dan berbelit-belit dalam 
pembuatan E-KTP sehingga belum adanya memberikan rasa kepuasan 
kepada masyarakat. 
4. mengenai dimensi tangible (bukti fisik) di Kantor Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dapat diketahui bahwa masih belum 
memadai dan kurangnya fasilitas pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat seperti terbatasnya jumlah kursi dan tidak adanya alat seperti 
televisi (TV) di ruangan tunggu antrian, ruangan yang sempit sehingga 
masyarakat tidak teratur mengurus dokumen kependudukan, dan tidak 
adanya ruangan pendingin seperti tidak adanya ditemukan AC dan kipas 
angin. Dan peneliti mengamati masih belum memadainya ruangan 
penyimpan berkas dan dokumen kependudukan yang masih bertumpuk-
tumpuk. 
5. Akses lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lumayan 
jauh sehingga menghabiskan biaya dan waktu untuk mengurus dokumen 
kependudukan. 
Dari beberapa aspek lainnya dalam pelayanan di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sudah tergolong Baik 





ditingkatkan lagi untuk meningkatkan rasa kepuasan masyarakat sebagai kunci 
utama terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. 
6.2 Saran 
Adapun saran dari peneliti mengenai kualitas pelayanan publik E-KTP di 
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah sebagai 
berikut: 
1. kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran diri masing-masing 
karena kesadaran untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi 
persyaratan dalam melakukan suatu urusan. Hal ini instansi pemerintah 
sebagai penyelenggara pelayanan perlu menjaga hubungan maupun 
komunikasi yang baik antara aparatur pemerintah sebagai penyelenggara 
pelayanan kepada masyarakat. 
2. sebagai aparatur pemerintahan harus menjadi kunci utama untuk membuat 
kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan. 
3. harus memperbaiki dan ditingkatkan lagi sarana dan prasarana fasilitas 
seperti ruangan tunggu antrian dan sarana pendukung lainnya. 
4. kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 
harus menepati waktu dan memberikan jaminan kepastian waktu kepada 
masyarakat dalam hal pelayanan pembuatan E-KTP sesuai Standar 
Operasional Prosedur yang telah ditentukan. 
5. Kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 
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diakses jam 17.08 
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DAFTAR DRAF PERTANYAAN WAWANCARA 
1. Tangiable (Berwujud) 
1. Bagaimana menurut bapak/ibu atas kemudahan dalam akses pelayanan 
yang diberikan oleh petugas dan bagaimana penampilan petugas pada saat 
melayaninya? 
2. bagaimana menurut bapak/ibu kenyaman tempat yang diberikan serta 
proses pelayanan dalam menggunakan sarana dan prasarana. 
2. Reliability (Kehandalan) 
1. bagaimana menurut bapak/ibu terkait kedisiplinan pegawai, kejelasan 
standar pelayanan yang diberikan serta keahlian petugas dalam 
menggunakan sarana dan prasarana? 
2. bagaimana menurut bapak/ibu mengenai kecermatan petugas dalam 
memberikan pelayanan serta kejelasan persyaratan/berkas yang harus 
dipenuhi di dalam pelayanan? 
3. Responsiveness (Ketanggapan) 
1. bagaimana menurut bapak/ibu terhadap petugas pelayanan dalam 
merespon setiap pemohon dalam pemberian pelayanan? 
2. apakah menurut bapak/ibu petugas memberikan pelayanan tepat waktu 
serta kemampuan komunikasi petugas dalam merespon keluhan pemohon 
terhadap pelayanan yang diberikan? 
4. Assurance (Jaminan) 
1. apakah petugas telah memberikan jaminan dan ketepatan waktu dalam 
pelayanan, serta petunjuk yang jelas dalam pelayanan? 
2. apakah ada jaminan legalitas/kejelasan petugas dalam memberikan 
jaminan biaya dan keamaanan data sebagai pemohon yang berurusan 
dalam pelayanan? 
5. Empathy (Empati) 
1. apakah petugas telah mendahulukan kepentingan pemohon dalam 
melayani dengan sikap ramah, sopan dan santun? 
2. apakah petugas dalam setiap pemohon telah menghargai dan memberikan 




Quesioner / Angket Penelitian  
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI KANTOR DINAS 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU 
Identitas Peneliti 
Nama   : Muhammad Fadli 
NIM   : 11675102460 
Jurusan  : Administrasi Negara 
Fakultas  : Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas  : UIN SUSKA RIAU 
Identitas Responden 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Pendidikan Terakhir : 
Petunjuk Pengisian Quesioner 
1. Mohon mengisi pertanyaan ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
2. Berikan tanda check list () pada salah satu jawaban yang dipilih. 
3. Quesioner ini semata-mata bertujuan untuk penelitian ilmiah, serta 
pengisian terhadap pertanyaan ini tidak akan berpengaruh kepada 
bapak/ibu. 
4. Keterangan jawaban dalam tabel: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), KS 
(Kurang Setuju), TS (Tidak Setuju). 










SS S KS TS 
1 Penampilan petugas/aparatur 
dalam melayani 
pelanggan/pemohon 
    
2 Kenyamanan tempat melakukan 
pelayanan 
    
3 Kemudahan dalam proses 
pelayanan 
    
4 Kedisiplinan petugas/aparatur 
dalam melakukan pelayanan 
    
5 Kemudahan akses pelanggan 
dalam permohonan pelayanan 
    
6 Penggunaan alat bantu teknologi 
seperti alat komputer dalam 
pelayanan 
    
 






SS S KS TS 
1 Kecermatan petugas dalam 
melayani pelanggan / 
masyarakat 
    
2 Memiliki standar pelayanan 
yang jelas 
    
3 Kemampuan petugas/aparatur 
dalam menggunakan alat bantu 
teknologi seperti komputer 
dalam proses pelayanan 
    
4 Keahlian petugas dalam 
menggunakan alat komputer 
dalam proses pelayanan 













SS S KS TS 
1 Merespon setiap 
pemohon/masyarakat yang ingin 
mendapatkan pelayanan 
    
2 Petugas/aparatur melakukan 
pelayanan dengan cepat 
    
3 Petugas/aparatur melakukan 
pelayanan dengan tepat 
    
4 Petugas/aparatur melakukan 
pelayanan dengan cermat 
    
5 Petugas/aparatur melakukan 
pelayanan dengan waktu yang 
tepat 
    
6 Semua keluhan 
pemohon/masyarakat direspon 
oleh petugas 
    
 






SS S KS TS 
1 Petugas memberikan jaminan 
tepat waktu dalam pelayanan 
    
2 Petugas memberikan jaminan 
biaya dalam pelayanan 
    
3 Petugas memberikan jaminan 
legalitas atau kejelasan dalam 
pelayanan 
    
4 Petugas memberikan jaminan 
kepastian biaya dalam pelayanan 














SS S KS TS 
1 Mendahulukan kepentingan 
pemohon/masyarakat 
    
2 Petugas melayani dengan sikap 
ramah 
    
3 Petugas melayani dengan sikap 
sopan santun 
    
4 Petugas melayani dengan tidak 
diskriminatif atau membeda-
bedakan 
    
5 Petugas melayani dan 
menghargai setiap 
pelanggan/masyarakat 

















DOKUMENTASI PENELITIAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU 
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